
BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 10 TAHUN 2025

TEI.ITANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 39 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI NGANJUK,

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 201

Tahun 2024 terftartg Rincian Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, Instruksi Presiden
Nomor 1 Tahun 2O25 tentang Efisisensi Belanja dalam
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2025, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 453 Tahun 2O24 Lentang Perubahan Rincian Alokasi
Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional
Kesehatan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan
Pengawasan Obat dan Makanan Dan Subjenis Bantuan
Operasional Kesehatan Puskesmas Dan Perubahan Rincian
Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan
Pangan Dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional
Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025, Keputusan
Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025
tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah
Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggxan 2025
dalam rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Surat Bupati
Nganjuk Nomor 9OO.1.14.2/4208/4ll.4Ol/2024 tentang
Penetapan Rencana Kegiatan DAK Fisik TA 2025 di Kabupaten
Nganjuk, Surat Bupati Nganjuk Nomor
9OO.1.14.2 / 4242 / 4l l.4Ol I 2024 tentang Penetapan Rencana
Penggunaan Dana DAK NonFisik Tahun 2025 di Kabupaten
Nganjuk, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun
2024 tentang Penj abaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja 1/
DaerahTahun Anggaran2O21; /
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Nomor 6757);

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten di Lingkungan
Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 4l) sebagaimana diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Dati II
Surabaya Dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 12
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, DJawa Timur, Djawa
Barat dan Daerah Istimewa Joglakarta (l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20O4 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);;
Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2}lt tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (L,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O14 Nomor 244, Tallebahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Talrun 2O22 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(l,embaran Negara Republik Indonesia Ta-hun 2O23 Nomor
41, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (L,embaran Negara Republik Indonesia TaJ'ntn 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

7.
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2O10 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2O12 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

1O. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keualgan dan Administratif Pimpinan darr Anggota Dewan
Perwalilan Ralryat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O 19 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer Ke Daerah {kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O23 Nomor 100, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

13. Peratural Presiden Nomor 33 Tahun 2O2O tenlang Standar
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O2O Nomor 57) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023
tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33
Talrun 2O2O tentang Standar Harga Satuan Regional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
rt2l;

14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor
1e)

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2O15
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 12O Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun
2O15 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomot 62 Tahun 2Ol7
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta Pelaksanaan dan Pertanggunglawaban Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2O17 Nomor 1O67);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Menengah Daerah serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jalgka Panjang
Daerah, Rencana Pembangun
Rencana Kerja Pemerintah;

an Menengah Daerah dan



-4-

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1 1 14);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9O Tahun 2O19
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1 1 l4);

20. Peratural Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020
tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran
Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan
Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun
2O2O tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran
Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan
Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
e 10);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Ta}:,:'tn 2O2O

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
288);

22. Perafrxat Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9O0.1.15.5-3406
Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021
tentang Hasil Verifrkasi, Validasi, dan Inventarisasi
Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangal Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972\;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun
2O2l tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Nganjuk Tahun 2O2L - 2O4L (Lembaran Daerah Kabupaten
Nganjuk Tahun 2021 Nomor 23);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun
2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 1);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun
2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(kmbaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor
1).

MEMUTUSI(AN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NGANJUK NOMOR 39 TAHUN 2024
TENTANG PENJAIIARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN

Menetapkan

2025.
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Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nganjuk Nomor
Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2025 diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2024 mengalami perubahan dengan
rincian sebagai berikut:
1. Pendapatan Daerah

a. Semula Rp2.554.078.999.348,00

b. Bertambah Rp165.871.632.0OO,0O

Jumlah Pendapatan Daerah
setelah perubahan

2. Belanja Daerah

a. Semula

b. Bertambah
Jumlah Belanja Daerah setelah
perubahan

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula

2) Bertambah
Jumlah Penerimaan
Pembiayaan setelah
perubahan

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula

2) Bertambah/(berkurang)
Jumlah Pengeluaran
Pembiayaan setelah
perubahan
Jumlah pembiayaan neto
setelah perubahan

Sisa lebih pembiayaan
anggaran setelah perubahan

Rp2.7 19.950.63 1.348,00

Rp2.8 I 3.443.899.348,o0

Rp165.871.632.00o,0o
Rp2.979.3 15.53 1.348,00

Rp260.000.000.000,00

RP0,00

Rp260.000.000.000,00

Rp635.100.000,00

RpO,00

Rp635. 100.000,00

Rp259.364.90O.000,0O

RpO,00

2. Ketentuan dalam Lampiran diubah, sehingga berbunyi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagran tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini'
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Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tarrggal 7 Ma:et 2025

BUPATI NGANJUK,

ttd,

MARHAEN DJUMADI

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 7 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK,

ttd.

Drs. NUR SOLEKAN. M.Si
Pembina Utama Madya
NrP. 19661227 198602 1001

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025 NOMOR 10

dengan aslinya
KE HUKUM

SUTRISNO S. 1\4.Si.
Pembina Tin
NIP. 196805

tI
r t99202 t ool


